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PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDUW

bahwa berdasarkan pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Penpgendalian Imtern Pemerinmb, maka ketenruan mengenai sistem
pengendalian Intern Pemerintah dilingkungarn Pemerintah Dasrah diatur lebik lanjuyy
dengan peraturan Bupati:

bahwa berdesarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pucda huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupat tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow:

Undang - undang Republik Indoresia Nomer 28 Tahun 1959 teniang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat [[ di Sulawesi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor | §22):

Undang - undang Republik Indonesia Nomar 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomer 2 g6 ;

Undang - undang Republik Indonesia Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendgharaan
Negara {Lembaran Negara Republik [ndonesiz Tahun 2004 Nomer 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomaor 66, Tambahan Lembaran Negara Reprblik Indonesia
['*inn'fnr 44007;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Puset dan Pemerirtah Deerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 4438);

. Peraturan Pemeriniah Republik Indonesiz MNomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4737);

ﬁ



7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Kevangan Deerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomar 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Dagrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomeor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah);

10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebegeimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

[1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik [ndonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 17 Tahun 2006 tentang
Lembaran Daeran dan Berita Dasrah;

+3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

14. Peraturen Daereh Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 02 Tahun 2008 tentang
Pembentuken Orgenisesi Perangket Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
(Lembaran Deerah Tahun 2008 Nemer 02).

13. Peraturan Dacrah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 01 Tahun 2008 tentang
* Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bolaang Mongondow
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TENTANG

FENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERIMNTAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BABI
KETENTUAN UMM
Pasal [

Dalam Peranuran Bupati Bolaang Mongondow ini yang dimaksud dengan :
i. Dacrah adalah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

2. Pemerintah Daeruh adalah Bupati dan Wakil Bupati sera perangxat Daerah sebapai
unsur penyvelenggara Pemerintah Daerah,

3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.

.

4, Slis',-:m Pengendalian Intern, vang selanjuinya disingkat SPI adalah proses integral peda
tindakan dan kegiatan yang dilekukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh
pegawai untuk memberikan kevakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi
melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan Keuangan, pengemandan
aget negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,

- %istem ngen-:ih_tlian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalsh
sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyelurch terhadap proses
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Fengawasan Intem adalah seluruh proses kegiatan audit, reviy, evaluasi, pemantauan,
dan kegiatan pengawasan lain terhadap penvelengaraan mugas dan fungsi organisasi
dalem rangka memberikan keyekinan yang memadai bahws kegiaan telah
dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur vang telah ditetapkan secars efektif dan sfisien
untuk kepentingan pimpinan dalam mevwujuedkan tata kepemerintahan yang baik.

Sadan Pengawasan Keusngan dan Pembangunan, vang selanjutrya disingkat BPKP
adalah aparst pengawasan interen pemerintah yung bertanggung jaweb kepeds
Presiden.

Inspektorat Kabupaten Bolaang Morgondow adalah dparal pengawasan (nteren
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow vang bertanggung jawab langsung kepada
Bupati.

Perangkat Dacrah adalah perangkat daerah pada pemerintah daersh sebagai unsur
pembantu Kepala Daerah dalam penyvelenggaraan Pemerintah Dasrah veng terdif dari
Sekretariat dagrah, Sckrowmriat DPRD, dinas daersh, lembaga teknis deerah { badan’
kantor ), kecamatan, dan kelurahan‘desa.

- Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaiuasi bukt vang dilakukan

secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menila]
kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi
pelaksansan tugas dan fungsi instansi permnerintah.

Reviu adalah penclashan ulang bukti-bukti - suam keglatan untuk memastikan Bahwa

kKegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Ketenfuan, standar, rencana, atau
norma yang tefah ditctapkan.

. Evaluasi adalzh rangkaian kegiatan membandingkas hasil atau prestasi suatu keglatan

dengan standar, rencana, atau norma vang teluh ditetapkan, dan menentukan faktor-
faktor yang mempengaruhi keberhasilan atac kegagalan suaty kegiatan dalam
méncapai tujuan.

Pemantauen adalah proses penilaian kemajuan suaty program atay kegiatan dalam
rencapal tujuan yang telah ditetapkan.

Regiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa
sosialisasi mengenai pengawasan, pendidiken dan pelathan  pengawasan,
pembimbingan dan konsultasi, pengelolazn hasil pengawasan, dan pemaparan hasil
pengawasin,

15, Petunjuk  Pelaksanaan Penyelengaraan SPIP adalah petunjuk pelaksunaan atas

paraturan Bupati Bolaang Mongondow tentang penyelenggaraan SPIP, yang memuat
kebijakan, strategi, metodologi penerapan, dan pengintegrasian seluruh aktivitas
manajemen pemerintah 'dagrah, untuk memastikan bahws selurub unsur SPIP telak
terbangun dalam program/kegiatan pemerintahan daerah/perangkat daerah dalam
rangka menjamin pencapaian fjuan yang ditetapian,

BAB NI
PENYELENGARAAN SFIP

Pasal 2

Untuk mencapai pengelolaan Keuangan daerah yang efektif, efisien, trasparen, dan
akuntabel, Bupati  melakukan pengendalian atas peoyelenggaraan kegistan
Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow.

Pengeodalian atas penyvelenggaraun kegiatan pemerintehan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SFIF sebagaimana diatur dalam
peraturan Pemerinteh Nomer 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intemn
Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.

SPIP sebagaimana dimaksud pada avar {2) bertujuan untuk memberikan keyakinan
yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan  efisiensi pencapaian  tujuan
menyelenggurakan pemerintihan  Kabupaten Bolaang Mongondow  keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan asc: Daerah, dan ketastan lerhadap peraturan
perundang-undangan,
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Pasal 3

Perangkat daerah &i lingkungan Pemerintah Dasrah Kabupaten Bolaang Mongondow
wajib mencrapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayut (2) vang meliputi
HINEUT |

&  Lingkungan pengendalian;

b. Penilaian resike;

¢. Kegiatan pengendalian;

d.  Informuesi dan Kemunikasi; dun
&  Pemantauan pengendalian intern.

Uralan dan pengaturan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada aye* (1) adalah sesuai
dengan Pasal & sampai dengan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
entang sistem Pengendalian Intern Pemerintah,

Fenerapan unsur SPIF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan
menyaru dan menjadi bagian integral dasi kegiatan perangkat deerah.
Pagal 4

Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerinh Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow  dikoerdinasikan oleh  Sekretaris Daerah Kabupaten Boleang
Mengondow,

Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada avat ([) dilaksanakan berdasarkun
petenjuk pelaksanzan penvelenggarasn SPIP vang disusun sesuai dengan pedoman
teknis penyelenggaraan SPIP vang ditetapkan oleh Kepala BPKP sebagai pembina
penyelenggaraan SPIP,

Ketentuan febih lanjut mengenai perunjuk pelaksenaan penyvelenggarsan SPIP
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupari,

Pasal 5

Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk saman Tuges SPIP
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondeow,

Ketentuan lebilh lanjut mengenai susunan dan Satuan Tugas SFIP scbagaimana
dimaksud pada avat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati

BABIIT

FENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Fasal &
Pemimpin Perangkat Daerah bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPI
di lingkungar MASinE-masing.

Untuk memperkuat dan menunjarg efekiivitas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat
(L) dilakukan pengawasan intem atas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkar
daereh termasuk akuntabilitag keuangan daerah,

Pasal 7

Pengawasan intemn sebagaimana dimaksud dalam Pasal & ayat (1) dilakokan olen
Inspekiorat Daerah Kabupaten Bolaang Mengondow

Lnspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} melakukan pengawasan intern melaly; - '

Audit;
Reviy:

Evaluasi;

B oo

Pemantavan; dan



Pasal

lnspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow melakukan pengawasan terhadap
seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat deersh yang
didenai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow,

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Pemunjuk pelaksanzan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
harus telah ditetapkan paling lambat enam bulan sejak peraturan Bupatl ini ditetapkan.

Pazal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetehuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini

dengan penempatannye dalam Berita Daersh Kabupaten Boloung Mongondow.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 26 Juli 2010
! i’ggﬂ\pmms MONGONDOW)|

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal A

FERRY L.SUGEHA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2010 NOMOR.: 14




